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A. Kesimpulan  
Metode Altman pada dasarnya dapat digunakan sebagai salah satu metode 
dalam pengukuran kebangkrutan perusahaan jasa. Akan tetapi metode ini secara 
garis besar tidak dapat digunakan pada perusahaan jasa perbankan yaitu Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Pada 26 BPR yang dikategorikan tidak sehat 
menunjukkan bahwa 23 dari BPR Tidak Sehat berada dalam posisi bangkrut dan 3 
diantaranya berada pada posisi tidak bangkrut. 
Dengan menggunakan Altman Z-Score 1993 maka hasil Z-Score yang pada 
26 BPR yang dikategorikan sehat oleh Bank Indonesia menunjukkan 
kecenderungan bangkrut dengan resiko yang tinggi. 24 BPR dinyatakan bangkrut 
dan 2 diantaranya dinyatakan berada dalam posisi Grey Area.  Hal ini dapat 
dilihat dengan nilai Z-Score yang berada di bawah 1.1.  
Salah satu variabel penentu yang memperlihatkan kebangkrutan BPR sehat 
adalah X1 (Working Capital To Total Assets). Hampir secara keseluruhan 26 BPR 
sehat ini memiliki modal kerja yang negatif sehingga menghasilkan perhitungan 
yang negatif dimana total Z-Score berada di bawah 1.1.  Hal ini disebabkan 
karena bank cenderung memiliki jumlah kewajiban yang besaryang digunakan 
kembali oleh bank untuk melakukan pokok usahanya, sehingga jika bank 
menerapkan Model Altman maka modal kerja akan bersifat negatif. Bagi bank 
nilai negatif tersebut justru menunjukkan bahwa bank berhasil memperoleh 





1993 untuk variabel X1 tidak relevan untuk dijadikan acuan penilaian 
kebangkrutan sebuah bank. 
Relevansi Metode Altman dapat dilihat berdasarkan variabelnya sehingga 
jika menggunakan metode ini untuk diterapkan pada perbankan, yang dijadikan 
acuan adalah empat variabel yang dimiliki bukan berdasarkan total nilai Z-score. 
Variabel yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan pengukuran adalah 
variabelX2 dan X3. X1 dan X4 tidak relevan untuk dijadikan acuan pengukuran 
kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 
 
B. Saran  
Bagi pihak-pihak yang menerapkan Altman Z-Score dalam menilai 
kebangkrutan suatu perusahaan Bank Perkreditan Rakyat, sebaiknya melihat 
tingkat kebangkrutan bank berdasarkan variabel-variabel yang ada dalam metode 
ini bukan berdasarkan total nilai Z-Scorenya sebab variabel X1 dan X4 tidak 
relevan untuk diterapkan dalam pengukuran kebangkrutan perbankan. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan jumlah variabel yang 
digunakan hanya untuk penilaian kuantitatif saja, sehingga untuk penelitian 
selanjutnya dapat mempertimbangkan pula aspek kualitatif seperti faktor 
ekonomi, sosial, teknologi, dan perubahan peraturan pemerintah yang 






1. Faktor-faktor di luar rasio keuangan seperti kondisi ekonomi 
(pertumbuhan ekonomi,tingkat pengangguran, inflasi dan lain-lain) 
serta parameter politik tidak dapat digunakan dalam penelitian ini 
karena kesulitan pengukurannya. Apabila faktor-faktor tersebut dapat 
diperoleh dan dapat diukur dengan tepat, maka akan diperoleh tingkat 
prediksi kebangkrutan suatu perusahaan yang lebih akurat. 
2. Periodisasi data yang terbatas hanya empat tahun pada BPR kategori 
sehat dan satu tahun untuk BPR kategori tidak sehat untuk 
memprediksi. Kemampuan prediksi akan lebih baik apabila digunakan 
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